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BEBERAPA pekan ini kita dikejutkan

pemberitaan dugaan penyalahgunaan

tanah desa. Sebetulnya hal ini sudah

mendapatkan ëwarning’ pascaterbitnya

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa. Semakin bernilainya tanah

desa serta menguatnya peran desa, saat-

nya bagi desa dan pemangku kepentingan

terkait untuk segera merumuskan agenda

pengelolaan tanah desa. Agar lebih fung-

sional, efisien,  terbuka, akuntabilitas,

berkelanjutan serta berorientasi untuk

kepentingan dan kesejahteraan rakyat

(KR, 4/8/2016).

Dalam konsep tradisional, tanah desa

dibedakan dengan status penguasaan

tanah individual atau kolektif seperti

tanah yasan dan  tanah narawita. Tanah

yasan, yasa  atau yoso, merupakan tanah

hak milik perseorangan. Sedangkan

tanah narawita, gogolan, pekulen, playan-

gan, kesikepan dan sejenisnya, adalah

tanah pertanian milik bersama yang war-

ga desa dapat memperoleh bagian untuk

digarap, baik secara bergilir maupun se-

cara tetap.

Selain dua jenis tanah tersebut, dalam

sistem penguasaan tanah di DIY  juga me-

ngenal konsep tanah desa. Tanah desa

meliputi tiga tipe:  pertama, tanah

bengkok, tanah carik atau juga disebut

tanah kelungguhan (kedudukan = pelung-

guh) . Yaitu tanah milik desa yang diper-

untukkan bagi pejabat desa yang hasilnya

dianggap ëgaji’ selama mereka mendudu-

ki jabatan itu. Kedua,  tanah pengarem-

arem, yakni tanah milik desa yang diper-

untukkan bagi pensiunan pamong desa.

Ketiga,  tanah titisara, bandha desa, kas

desa, adalah tanah milik desa yang biasa-

nya disewakan. Hasilnya digunakan un-

tuk anggaran rutin ataupun pemeli-

haraan desa   (Wiradi, 1984).

Dalam konteks nasional, berdasarkan

PP 43/2014 tentang Peraturan Pelak-

sanaan UU 6/2014 Tentang Desa, pengelo-

laan tanah desa sebagai kekayaan milik

desa bertujuan meningkatkan kesejahte-

raan masyarakat Desa dan me-

ningkatkan pendapatan Desa. Dalam

konteks DIY, berdasarkan Pergub DIY

Nomor 34 Tahun 2017 Tentang

Pemanfaatan Tanah Desa, disebutkan se-

cara jelas bahwa tujuan pemanfaatan

Tanah Desa untuk: (a) pengembangan ke-

budayaan. (b) Kepentingan social dan  (c)

kesejahteraan masyarakat serta  (d)

penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan hal ini  pemanfaatan tanah

desa oleh swasta untuk kepentingan

komersial dan bersifat privat (pengem-

bangan perumahan misalnya) seba-

gaimana ramai diperbincangkan tidak

bisa dibenarkan. 

Pembangunan Perumahan

Pada dasarnya pemenfaatan tanah desa

untuk berbagai keperluan termasuk un-

tuk pembangunan perumahan da-

pat dibenarkan apabila berorientasi

pada tujuan pemanfaatan tanah de-

sa. Apalagi kebutuhan (back log) pe-

rumahan di DIY masih cukup ting-

gi. Angka back log perumahan di

DIY tahun 2014 mencapai 100 ribu

unit (KR, 21/4/2015), dan saat ini

REI mencatat ada kekurangan

rumah mencapai 250 ribu unit. 

Berdasarkan UU 1/2011 tentang

Perumahan dan Kawasan Permu-

kiman disebutkan bahwa beberapa

kewenangan pemerintah provinsi

adalah; (a) memfasilitasi peningkat-

an kualitas terhadap perumahan

kumuh dan permukiman kumuh;

(b) mengoordinasikan pencadangan

atau penyediaan tanah untuk pem-

bangunan perumahan dan per-

mukiman bagi MBR; dan (c) mene-

tapkan kebijakan dan strategi da-

lam penyelenggaraan perumahan dan

kawasan permukiman. Dalam konteks ini

maka penyediaan tanah untuk pemba-

ngunan perumahan dapat berasal dari

tanah desa, dengan ketentuan sesuai de-

ngan tujuan pemanfaatan tanah desa. 

Adapun jenis perumahannya adalah

rumah umum. Yakni rumah yang dise-

lenggarakan untuk memenuhi kebutuhan

rumah bagi masyarakat berpenghasilan

rendah, dengan bentuk rumah susun.

Dalam konteks ini tanah desa status hak

milik kasultanan ataupun hak pakai di

atas tanah negara sangat memungkinkan

dialokasikan untuk pembangunan peru-

mahan permukiman untuk mengurangi

back log hunian di DIY. Tentu gagasan ini

perlu dielaborasi lebih lanjut dan apabila

memungkinkan diakomodasi dalam per-

ubahan Pergub 34/2017 yang tengah

berlangsung.  ❑-d

*) Dr Sutaryono, Staf Pengajar STPN

Yogyakarta, penulis buku Pengelolaan

Aset Desa

Malioboro dalam Kepingan Prangko

Sutaryono

Penertiban TKD, ada kelurahan tak

kooperatif.

-- Bisa masuk tindakan mengha-

lang-halangi.

***

Pers berperan mengaktualisasikan ni-

lai-nilai Pancasila.

-- Tak cukup hanya teori.

***

Perdagangan hewan kurban wajib mi-

liki SKKH dan SKSR.

-- Demi terjaganya kesehatan ma-

syarakat.

Mengenal Konsep Tanah Desa di DIY

YOGYAKARTA tak dapat dipisahkan

dengan Malioboro. Ruas jalan kebu-

dayaan yang menjadi  ‘medan magnet’

wisatawan domestik maupun mancane-

gara. Dalam sejarah peradaban Yogya-

karta, Malioboro juga dikenal sebagai

salah satu mata rantai sumbu filosofi

Yogyakarta. Daya pikat Malioboro dalam

aspek sosio-budaya seolah menjadi simbol

semesta yang tak terpisahkan dari unsur

ranah adat, ekonomi, dan politik, yang

mewakili sebentuk ‘hibriditas kultural’ se-

bagaimana tecermin dari konteks ‘teritori’

persilangan antara budaya Jawa dan ber-

bagai budaya bangsa-bangsa lainnya. 

Malioboro mewakili konstelasi unsur

Jawa sebagai sumbu imajiner yang

sarat dengan nilai filosofis Jawa, de-

ngan menegakkan jati diri manusia se-

bagai pilar kehidupan yang hingga kini

masih terus berkembang. Diperkokoh

dengan posisi Yogyakarta yang  dikenal

‘penghasil’ seniman berbakat. Beberapa

selebriti yang berasal dari kota

Yogyakarta dan pernah ‘ngamen’ di

jalan Malioboro seperti Ebiet G Ade,

Emha Ainun Najib, WS Rendra, tak da-

pat dipisahkan dari kisah jalan

Malioboro. 

Lembaga Kepatihan

Menghubungkan Malioboro dengan

jalur kebudayaan masa lalu juga tidak

dapat dipisahkan dari posisi lembaga

Kepatihan Kasultanan yang menggam-

barkan konteks ‘Javanisme’ dan keber-

adaan birokrat kerajaan di sekitar

Kraton. Hal ini berbeda dengan  pertum-

buhan budaya etnis lain seperti etnis

Tionghoa, yang cenderung ‘mengendap’

dalam konsep pemukiman pecinan yang

kemudian melahirkan pusat perdagangan

Pasar Beringharjo dan Kompleks Pecinan

dimana  posisinyat tak jauh dari Keraton. 

Beberapa nilai dan perjalanan keber-

adaan Malioboro sebagai simbol kebu-

dayaan dan peradaban masyarakat Yog-

yakarta dan bahkan Indonesia, akan

digambarkan dalam sebuah prangko

bertajuk ‘Seri Prangko Malioboro 2023’.

Prangko seri Malioboro diinisiasi

Pemerintah Kota Yogyakarta bersama

Direktorat Pos, Ditjen Penyelenggaraan

Pos dan Informatika Kementerian Komu-

nikasi dan Informatika-Kominfo dan PT

Pos Indonesia. Konsep prangko terdiri

dari 3 aspek kehidupan

Pertama ‘Teras Malioboro’. Prangko ini

menggambarkan Malioboro sebagai

penanda dari sentralisasi ekonomi rakyat.

Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2

wujud dari kerja kolektif kolegial peme-

rintah Kota Yogyakarta dan pemerintah

DIY.  Dengan demikian, upaya one stop

shopping dapat terwujud bagi wisatawan.

Semua Entitas

Kedua, ‘Ketandan Malioboro’. Prangko

ini merupakan representasi dari Ma-

lioboro sebagai ruang pluralis bagi semua

entitas yang hidup di Yogyakarta.

Ketandan menjadi penanda etnis

Tionghoa yang hidup harmonis  di tengah

masyarakat Jawa. Dari prespektif se-

jarah, Ketandan merupakan ‘toponimi’

masyarakat komunitas pasar. Dimana ak-

tivitas ‘pemungut pajak’ bagi pedagang di

Beringharjo menjadi bukti bahwa mereka

sudah menjalankan ‘keteraturan’ dalam

sistem yang disepakati bersama antara

masyarakat dan penguasa. Ketiga

‘Ngejaman Malioboro’. Dahulu Tugu

Yogyakarta itu bernama stadsklok atau

jam kota. ‘Tugu Ngejaman’ menjadi ikon

Malioboro dalam persepsi lintasmasa

sekaligus presentasi dari sejarah yang ter-

jadi sepanjang evolusi ruas jalan ini. Tugu

Ngejaman merupakan persembahan dari

Pemerintah Kolonial Hindia Belanda

yang kembali berkuasa setelah pemerin-

tah Inggris hengkang dari Yogyakarta

(1811-1816).

Prangko seri Malioboro juga menggam-

barkan aspek sosial ekonomi dan interak-

si antarpedagang dalam visual latar

Pasar Beringharjo yang sangat legen-

daris itu.  Sementara dari aspek seni

ditunjukan dari visual Anoman, se-

hingga menggambarkan perubahan

Malioboro yang semula jalan protokol

menjadi laboratorium seni. Aspek pa-

ling kentara yang menggambarkan

Malioboro sebagai  ‘jalur kebudayaan

dan peradaban’ tergambar dalam kon-

figurasi Pasar Beringharjo, Tugu

Ngejaman dan barisan para prajurit

keraton. 

Prangko Malioboro dilukis seniman

seni rupa ternama Yogyakarta, Astuti

Kusumo, dan dicetak oleh PT Pos

Indonesia bersama Perum Peruri.

Prangko Malioboro diterbitkan 7 Juni

2023 dan ditandai dengan penan-

datangan Sampul Hari Pertama - SHP

oleh Gubernur DIY Yogyakarta, Sri

Sultan Hamengkubuwono X. ❑-d

*) Dr Eko Wahyuanto, Analis

Kebijakan Ahli Madya†Kementerian

Komunikasi dan Informatika

Eko WahyuantoPenertiban TKD Berdimensi Keadilan
UPAYA untuk menertibkan

tanah kas desa (TKD) terus di-

lakukan Satpol PP DIY. Namun

di lapangan mereka meng-

hadapi kendala karena masih

ada kalurahan yang tidak koop-

eratif, tidak menyampaikan data

secara transparan kepada petu-

gas (KR 5/6). Meski demikian

Satpol PP DIY terus melakukan

penertiban, termasuk menelisik

dugaan penyalahgunaan pe-

manfaatan TKD di DIY.

Kita tentu paham bahwa

Satpol PP DIY adalah penegak

hukum Pergub DIY No 34 Tahun

2017 tentang Pemanfaatan

Tanah Kas Desa. Berdasar per-

aturan tersebut, TKD tak boleh

dimanfaatkan untuk hunian atau

tempat tinggal. Namun dalam

kenyataannya di lapangan, tak

sedikit yang melakukan pelang-

garan, yakni  memanfaatkan

TKD untuk perumahan.

Pelakunya tak hanya

pengembang, tapi juga individu

perseorangan yang memba-

ngun rumah untuk tempat ting-

gal. Karena secara aturan hal itu

dilarang, maka penegak hukum

harus menertibkannya, antara

lain dengan menyegel bangun-

an. Selanjutnya, kepada peng-

huni rumah dipersilakan untuk

menyelesaikan persoalannya

dengan pengembang, baik se-

cara pidana maupun perdata.

Berkaitan kasus tersebut, kita

mengingatkan agar penegakan

aturan, dalam hal ini Pergub DIY

No 34 Tahun 2017 tak boleh

diskriminatif. Terhadap para

pelanggar harus diberlakukan

tindakan yang sama terhadap

kasus serupa. Kalau perumah-

an di suatu tempat disegel lan-

taran tak memiliki izin, maka di

tempat lain juga harus sama

perlakuannya. Ini perlu dite-

gaskan agar aturan tersebut

memberi kepastian hukum.

Soal apakah pihak yang

dirugikan, dalam hal ini pembeli

rumah, akan menggunakan

haknya mengajukan tuntutan

hukum, baik perdata maupun pi-

dana, sepenuhnya diserahkan

kepada masing-masing. Sebe-

narnya, kalau menyangkut pi-

dana, misalnya penipuan atau

penggelapan oleh pengem-

bang, polisi bisa proaktif berge-

rak menyelidiki kasusnya tanpa

menunggu laporan pembeli. Se-

bab, kasus demikian bukanlah

delik aduan, melainkan delik

biasa. 

Berbeda dengan kasus per-

data, maka pihak yang dirugikan

berhak mengajukan tuntutan

ganti rugi dengan cara menggu-

gat pengembang yang diang-

gap telah menimbulkan keru-

gian materiil maupun immateriil

ke pengadilan. Atau bisa pula

ditempuh jalur mediasi, yakni

dengan bermusyawarah antara

pengembang dengan pembeli

rumah, tanpa harus melalui

pengadilan, berembuk untuk

menemukan solusi.

Berkenaan dengan itu, harus

diakui,  pihak pembeli rumah

memang dalam posisi yang ku-

rang menguntungkan. Mereka

awalnya hanya ingin membeli

rumah murah, tanpa meneliti

status tanahnya. Diyakini, para

konsumen atau pembeli rumah

ini tak punya itikad buruk, kare-

na hanya ingin mendapatkan

tempat tinggal dengan biaya

yang tidak mahal. Namun, justru

itulah yang membuat mereka

bernasib seperti sekarang, men-

jadi korban pengembang nakal,

dan kini harus menerima akibat-

nya.

Kita memang mendorong pe-

nertiban TKD dan penindakan

yang tidak diskriminatif terhadap

pelanggar. Hanya saja, dalam

pelaksanaannya tetap harus

mengedepankan sisi kemanusi-

aan, karena tentu tidak gam-

pang untuk mendapatkan

rumah tinggal di DIY, apalagi de-

ngan penghasilan yang pas-

pasan. Inilah perlunya aspek hu-

manisme dan keadilan dalam

penegakan hukum.  ❑-d

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan mengirim-
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copy identitas. Terimakasih. 
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Temu Pengarang Bahasa Jawa di FIB UGM
SABTU (3/6) bertempat di

Ruang Multimedia lantai 2

Gedung Margono, Fakultas

Ilmu Budaya (FIB) Universitas

Gadjah Mada (UGM) Yogya-

karta berlangsung Temu Pe-

ngarang dan Peneliti Sastra Ja-

wa. Pertemuan  diprakarsai Do-

sen FIB UGM Wiwien Widya-

wati Rahayu menghadirkan pe-

ngarang novel berbahasa Jawa

Budi Sardjono dan Alexandra

Indriyanti Dewi. Acara dikuti pe-

serta wajib mahasiswa FIB

Program Studi Bahasa, Sastra

dan Budaya Jawa yang sedang

mengambil mata kuliah Kajian

Sastra dan Metode Penelitian

Sastra Jawa serta 15 peserta

dari Paguyuban Sastra dan

Budaya Jawa (Pasbuja) Kawi

Merapi Sleman.

Sebelum narasumber me-

nyampaikan proses kreatif

penulisan Novel, mahasiswa

FIB UGM yang juga Anggota

Pasbuja, Vighna  membacakan

nukilan novel Prau Layar ing

Kali Code karya Budi Sardjono

dan Kidung Tresna Sang Pikat-

an karya Alexandra Indriyanti

Dewi dengan sangat apik.

Dalam paparannya,  Budi

Sardjono maupun Alexandra

Indriyanti Dewi menekankan

pentingnya melakukan peneli-

tian, banyak membaca dan

mendengarkan sebelum me-

nulis novel. Budi Sardjono

mengistilahkan harus banyak

klayapan.  

Pada sesi tanya jawab

muncul pertanyaan menarik

dari mahasiswa. Di antaranya:

sudah banyak ide tapi sulit

mengeksekusi, sudah mulai

menulis tapi terus macet  dan

bagaimana mewujudkan ba-

han yang sudah banyak itu lalu

dibuat novel. Semua menarik

dan menjadi diskusi panjang

karena mahasiswa tidak seka-

dar belajar teori.  Mungkin Ôku-

liah praktisiÕ memang sangat

tepat mengenalkan Õdunia nya-

taÕ pada mahasiswa.  ❑-d

*) Wiyana, Anggota  Pasbuja

Kawi Merapi


